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Lampiran 1. Data Responden  

No Nama 

Responden 

Umur 

(Tahun) 

Pendidikan Pekerjaan Jabatan 

1.  Munir 53 S1 PNS Ketua 

2. Murdiyanto 29 D3 Petani Sekertaris 

3. Sudirman  45 SD Petani  Bendahara  

4.  Makmur 48 SMP Petani  Anggota  

5. Abdul Haris 59 SD Petani Anggota 

6. Suherman  42 SD Petani  Anggota  

7. H. Akbar 54 SD Petani  Anggota  

8.  H. Muslimin 50 SD Petani  Anggota  

9.  Muh. Idrus 60 SMA Petani  Anggota  

10. Anwar  43 SD Petani  Anggota  

11. A. Manggasali 49 SMP Petani  Anggota 

12. M. Saleh 48 SD Petani Anggota  

13. Arapah 58 SD Petani Anggota  

14. Kaharuddin  50 SD Petani Anggota  

15. Hapsa  46 SD Petani  Anggota 

16. Juhria 46 SMA Petani Anggota  

17. Muhammad Nur 46 SMA Petani  Anggota  

18. Nurdin 41 S1 PNS Anggota  

19. Fadli  26 SMA Petani  Anggota  

20. Amiruddin 56 SD Petani Anggota 

21. Baso 54 SD Petani Anggota  
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Lampiran 2. Penilaian Kemampuan Kelola Kelembagaan 

Aspek dan  Indikator  Penilaian 

Kemampuan 

Nilai 

Maksimal 

Aspek 

Nilai 

Maksimal 

Indikator 

Bukti Fisik 

Kelola Kelembagaan 

1. Dasar hukum pendirian 

Kelompok Tani Hutan (KTH) 

 30   

a. Badan Hukum / Akte Notaris 30    

b. Surat Keputusan Kepala Desa  20    

c. Berita Acara Pembentukan KTH 10    

d. Belum memiliki dasar hukum 0    

2. Kepengurusan   20   

a. Ketua, Sekretaris, Bendahara, 

Seksi-seksi dengan uraian tugas 

dan semua berjalan sesuai dengan 

fungsinya 

20    

b. Ketua, Sekretaris, Bendahara, 

Seksi-seksi dengan uraian tugas 

tapi belum berjalan sesuai 

dengan fungsinya  

15    

c. Ketua, Sekretaris, Bendahara, 

Seksi-seksi tanpa uraian tugas 

10    

d. Ketua, Sekretaris, Bendahara 5    

3. Keikutsertaan kaum wanita 

dalam kepengurusan dan 

anggota kelompok  

 15  

a. > 20 % 15    

b. 10 - 20 % 10    

c. < 10 % 5    

4. Perencanaan Kegiatan 

Kelompok (RKK) 

 20   

a. Rencana Jangka Panjang, 

Menengah, Tahunan 

20    

b. Rencana Jangka Menengah, 

Tahunan 

15    

c. Rencana Tahunan 10    

d. Belum memiliki rencana 

kegiatan kelompok  

0    

5. Kehadiran anggota dalam 

pertemuan KTH  

 30 Daftar hadir 

kegiatan 

a. > 75 % hadir 30    

b. 51 - 75 % hadir 20    

c. 30 - 50 % hadir 10    

d. < 30 % hadir  5    

6. Rata-rata kehadiran pengurus 

/ anggota dalam setiap 

 30 Daftar hadir 

kegiatan 
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pelaksanaan kegiatan kelompok  

a. > 75 % hadir 30    

b. 51 - 75 % hadir 20    

c. 30 - 50 % hadir 10    

d. < 30 % hadir  5    

7. Pemantauan dan evaluasi 

kegiatan kelompok  

 15   

a. Dilakukan oleh pengurus dan 

Anggota secara partisipatif, 

periodik, dan terdokumentasi 

15    

b. Dilakukan oleh pengurus dan 

Anggota secara partisipatif serta 

terdokumentasi 

10    

c. Dilakukan oleh pengurus dan 

terdokumentasi  

5    

d. Tidak dilakukan pemantauan  0    

8. Kelengkapan sekretariat KTH 

(papan nama KTH, papan 

informasi, pondok pertemuan, 

perpustakaan, peta wilayah 

kelola, struktur organisasi, dll). 

 30 Papan nama 

KTH, papan 

informasi, dan 

struktur 

organisasi 

a. > 5 unsur 30    

b. 3-5 unsur 20    

c. < 3 unsur 10    

d. Belum memiliki  0    

9. Aturan yang dimiliki 

kelompok  

 20   

a. AD / ART 20   

b. Aturan lain tertulis 15    

c. Aturan tidak tertulis 10    

d. Belum memiliki aturan atau 

norma kelompok 

0    

10. Kelengkapan administrasi 

kelompok : buku tamu, buku 

daftar anggota, buku daftar 

hadir pertemuan, notulen rapat, 

buku kas, buku tabungan, buku 

simpan pinjam, buku inventaris 

barang, buku informasi, buku 

catatan hasil kegiatan 

 15 Buku tamu, buku 

daftar anggota, 

buku daftar hadir 

pertemuan, 

notulen rapat, 

dan buku kas 

a. > 5 buku 15    

b. 3-5 buku 10    

c. < 3 buku 5    

d. Belum memiliki buku 

administrasi kelompok 

0    
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11. Frekuensi pertemuan KTH  15 Jika rutin maka 

perencanaannya 

sudah bagus  

a. 1 bulan sekali 15    

b. 2 bulan sekali 10    

c. 3 bulan sekali 5    

d. > 3 bulan sekali 0    

12. Keikutsertaan pengurus / 

anggota dalam kegiatan 

peningkatan kapasitas  

 20 Pelatihan / kursus 

/ magang 

a. > 3 orang 20    

b. 2 -3 orang 15    

c. 1 orang 10    

d. Tidak ada 0    

13. Jenis pelatihan bidang 

kehutanan yang diikuti oleh 

Pengurus / Anggota dalam 3 

tahun terakhir 

 15 Pemanfaatan 

hasil hutan, 

peningkatan 

kelas kelompok 

dan sosialisasi 

pengelolaan 

kawasan hutan 

a. > 3 jenis 15    

b. 2-3 jenis 10    

c. 1 jenis 5    

d. Belum ada yang pernah 

mengikuti pelatihan 

0    

14. Keterlibatan KTH dalam 

program pemerintah / LSM / 

Lembaga lainnya  

 15 Kegiatan Lomba, 

Kampanye, 

Gerakan-gerakan  

a. > 5 kegiatan 15    

b. 2-5 kegiatan 10    

c. 1 kegiatan 5    

d. Tidak terlibat  0    

15. Bentuk kearifan lokal yang 

dikembangkan dalam kegiatan 

KTH 

 15   

a. > 3 jenis 15    

b. 2-3 jenis 10    

c. 1 jenis 5    

d . Tidak ada  0    

16. Jumlah kelompok baru yang 

terbentuk 

 15   

a. > 3 kelompok 15    

b. 2-3 kelompok  10    

c. 1 kelompok 5    
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d. Tidak ada 0    

17. Jumlah PKSM yang 

terbentuk 

 20   

a. > 3 orang 20    

b. 2-3 orang 15    

b. 2-3 orang 10    

d. Tidak ada  0    

18. Jumlah anggota yang 

potensial menjadi kader 

pengurus KTH 

 20   

a. > 3 orang 20    

b. 2-3 orang 15    

c. 1 orang  10    

d. Tidak ada  0    

Jumlah Skor 180 360   
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Lampiran 3. Penilaian Kemampuan Kelola Kawasan 

Aspek dan  Indikator  

Penilaian Kemampuan 

Nilai 

Maksimal 

Aspek 

Nilai 

Maksimal 

Indikator 

Bukti Fisik 

Kelola Kawasan 

1. Pemahaman anggota 

terhadap batas-batas 

wilayah kelola kelompok 

 20   

a. > 75% paham 20    

b. 51-75% paham  15    

c. 30-50% paham 10    

d. <30 % paham 0    

2. Penataan dan pemetaan 

wilayah kelola kelompok 

 20   

a. Dilakukan secara 

partisipatif oleh seluruh 

anggota 

20    

b. Dilakukan secara 

partisipatif oleh sebagian 

anggota 

15    

c. Dilakukan oleh pihak lain 10    

e. Belum dilakukan 0    

3. Pengenalan potensi dan 

daya dukung wilayah kelola 

kelompok 

 20   

a. Diidentifikasi, dipetakan 

dan didokumentasikan 

dengan baik 

20    

b. Diidentifikasi, dipetakan 

dana belum 

didokumentasikan dengan 

baik 

15    

c. Diidentifikasi tetapi 

belum dipetakan dan 

didokumentasikan 

10    

d. Belum diidentifikasikan 0    

4. Identifikasi dan 

pemetaan permasalahan 

wilayah kelola kelompok  

 20   

a. Diidentifikasi, dipetakan 

dan didokumentasikan 

dengan baik 

20    

b. Diidentifikasi, dipetakan 

dana belum 

didokumentasikan dengan 

baik 

15    

c. Diidentifikasi tetapi belum 10    
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dipetakan dan 

didokumentasikan 

d. Belum diidentifikasikan 0    

5. Pemanfaatan wilayah 

kelola kelompok sesuai 

dengan potensi   

 20   

a. Terdapat rencana 

pemanfaatan tertulis sesuai 

dengan potensi dan diketahui 

oleh para pihak 

20    

b. Terdapat rencana 

pemanfaatan tertulis sesuai 

dengan potensi dan belum 

diketahui oleh para pihak 

15    

c. Rencana pemanfaatan 

masih dalam proses  

10    

d. Belum ada rencana 

pemanfaatan 

0    

6. Aktivitas kelompok 

dalam melakukan 

rehabilitasi  

 20 Penanaman pohon 

mahoni 

a. > 3 kegiatan  20    

b. 2-3 kegiatan 15    

c. 1 kegiatan 10    

d. Tidak ada 0    

7. Aktivitas kelompok 

dalam melakukan 

konservasi sumberdaya 

hutan  

 20 Masih rencana 

a. > 3 kegiatan  20    

b. 2-3 kegiatan 15    

c. 1 kegiatan 10    

d. Tidak ada 0    

8. Dampak terhadap 

peningkatan kesadaran dan 

kepedulian masyarakat 

terhadap kelestarian hutan 

dan lingkungan dalam 

bentuk kelompok / 

organisasi 

 20 Ada keikutsertaan 

kelompok / organisasi 

yang mengikuti 

kegiatan KTH 

a. > 3 kelompok/ organisasi 20    

b. 2-3 kelompok / organisasi 15    

c. 1 kelompok / organisasi 10    

d. Tidak ada 0    

9. Dampak terhadap 

lingkungan 

 20 Penambahan sumber 

mata air, pengurangan 
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lahan kritis, 

pelestarian 

keanekaragaman 

hayati, pengurangan 

kebakaran hutan, dll. 

a. > 3 dampak 20    

b. 2-3 dampak 15    

c. 1 dampak  10    

d. Belum ada  0    

10. Perolehan sertifikat 

pengelolaan hutan lestari 

(PHBML/SVLK dan 

lainnya) 

 20   

a. Sudah memperoleh 

sertifikat 

20    

b. Dalam proses penilaian 15    

c. Dalam proses pengajuan 10    

d. Belum ada proses 0    

11. Komoditas yang 

diusahakan sesuai dengan 

Standar Nasional Indonesia 

(SNI) / Pengurusan 

perijinan produk (PIRT, 

Sertifikat halal, dll)  

 20   

a. Sudah memperoleh 

sertifikat 

20    

b. Dalam proses penilaian 15    

c. Dalam proses pengajuan 10    

d. Belum ada proses 0    

Jumlah Skor 85 200   
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Lampiran 4. Penilaian Kemampuan Kelola Usaha 

Aspek dan  

Indikator  

Penilaian 

Kemampuan 

Nilai 

Maksimal 

Aspek 

Nilai 

Maksimal 

Indikator 

Bukti Fisik 

Kelola Usaha 

1. Pertambahan 

modal usaha  

  40   

a. > 50 % dari 

modal usaha 

40    

b. 25-50 % dari 

modal usaha 

30    

c. < 25 % dari 

modal usaha  

20    

d. Belum ada  0    

2. Sumber 

penambahan 

modal usaha  

 40   

a. Lembaga 

keuangan 

40    

b. Mitra usaha 30    

c. Pemerintah 20    

d. Belum ada  0    

3. Pengembangan 

jenis usaha / 

diversifikasi 

produk  

 45   

a. > 2 jenis 45    

b. 2 jenis 30    

c. 1 jenis  15    

d. Tidak 

bertambah jenis 

0    

4. Melakukan 

temu usaha 

dengan pelaku 

usaha  

 30 Merintis kerja sama dengan 

pelaku usaha, ,melakukan 

koordinasi dan konsultasi 

dengan pelaku usaha, 

melakukan pertemuan 

dengan pelaku usaha, dll. 

a. > 2 kali  30    

b. 2 kali 20    

c. 1 kali 10    

d. Tidak pernah 0    

5. Menjalin 

kemitraan dengan 

perjanjian / MoU  

 30   
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a. > 2 kemitraan / 

MoU 

30    

b. 2 kemitraan / 

MoU 

20    

c. 1 kemitraan / 

MoU 

10    

d. Tidak bertambah 

kemitraan / MoU 

0    

6.Cakupan tujuan 

hasil usaha 

kelompok  

 30 Bukti wawancara dan 

dokumentasi 

a. Internasional / 

Nasional 

30    

b. Provinsi 20    

c. Kabupaten / 

Kota / Kecamatan 

10    

d. Desa 0    

7. Peningkatan 

pendapatan total 

kelompok dalam 

satu tahun 

terakhir 

 45   

a. Sampai dengan 

3 kali lipat 

45    

b. Sampai dengan 

2 kali lipat 

30    

c. Sampai dengan 

1 kali lipat 

15    

d. Belum ada 

peningkatan 

pendapatan 

0    

8. Pemanfaatan 

akses informasi 

dan teknologi 

dari berbagai 

sumber 

 45 Instansi teknis, lembaga 

penelitian, swasta, internet 

dalam rangka 

pengembangan usaha 

a. > 3 sumber 45    

b. 2-3 sumber 30    

c. 1 sumber 15    

d. Belum ada 0    

9. Penyerapan 

tenaga kerja dari 

usaha kelompok 

 45 Tenaga kerja diluar anggota 

kelompok 

a. > 20 orang 45    

b. 10-20 orang 30    

c. < 10 orang 15    
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d. Belum ada 0    

10. Peningkatan 

omset / 

pendapatan dari 

usaha / produksi 

utama  

 45 Uang dan barang 

a. > 50 % dari 

modal usaha 

45    

b. 25-50 % dai 

modal usaha 

30    

c. < 25 % dari 

modal usaha  

15    

d. Belum ada  0    

11. Peningkatan / 

omset pendapatan 

dari turunan 

usaha / produksi  

 45 Uang dan barang 

a. > 50 % dari 

modal usaha 

45    

b. 25-50 % dai 

modal usaha 

30    

c. < 25 % dari 

modal usaha  

15    

d. Belum ada  0    

Jumlah Skor 20 440   
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Lampiran 5. Matriks perbandingan berpasangan AHP antar aspek  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelola 

kelembagaan
Kelola Kawasan Kelola Usaha

Kelola kelembagaan 1 1 1

Kelola Kawasan 1 1 1

Kelola Usaha 1 1 1

Total 3 3 3

CI 0,00

RI 0,58

CR 0,00

Kelola 

kelembagaan
Kelola Kawasan Kelola Usaha Total

eigen 

vektor
Lamda

Kelola kelembagaan 0,33 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00

Kelola Kawasan 0,33 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00

Kelola Usaha 0,33 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00

Total 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00
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Lampiran 6. Matriks perbandingan berpasangan AHP faktor pendorong  

Kelola kelembagaan 
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Kelola kawasan dan kelola usaha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya sarana prasarana yang 

mendukung dalam pengelolaan 

HKm

0,36 0,33 0,31 0,99 0,33 1,01

Adanya perusahaan bermitra 

dengan KTH
0,36 0,41 0,38 1,15 0,38 1,00

Total 1 1 1 3 1 3,01

Adanya potensi pemanfaatan 

jasa lingkungan

Adanya sarana prasarana yang 

mendukung dalam pengelolaan HKm

Adanya perusahaan 

bermitra dengan KTH

Adanya potensi pemanfaatan 

jasa lingkungan
0,29 0,26 0,31

Total Eigen Vektor

0,86 0,29

Lamda 

1,00

CI 0,00

RI 0.58

CR 0,15
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Lampiran 7. Matriks perbandingan berpasangan AHP  faktor penghambat 

Kelola kelembagaan 
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Kelola kawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik

Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm 1 0,33

Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik 3 1

Total 4 1,33

Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik Total Eigen Vektor Lamda

Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm 0,25 0,25 0,50 0,25 1

Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik 0,75 0,75 1,50 0,75 1

Total 1 1 2 1 2

CI 0

RI 0

CR 0
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Kelola usaha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada unit usaha

yang dihasilkan KTH

Tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat usaha
Total Eigen Vektor Lamda

Tidak ada unit usaha yang dihasilkan KTH 0,31 0,31 0,62 0,31 1

Tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat usaha 0,69 0,69 1,38 0,69 1

Total 1 1 2 1 2



  
  
 
 

64 
 

Lampiran 8. Matriks gabungan  

Aspek Bobot Indikator Prioritas 

Lokal 

Prioritas 

Global 

Kelola 

Kelembagaan 

0,33 Adanya akses legal berupa 

IUPHKm 

0,09 0,03 

Adanya struktur kepengurusan 

kelompok 

0,14 0,05 

Dilakukan kegiatan peningkatan 

kapasitas 

0,32 0,10 

Adanya pendamping KTH 0,46 0,15 

Kepengurusan KTH belum 

berjalan sesuai fungsinya 

0,16 0,05 

 Pertemuan KTH tidak rutin 0,24 0,08 

Kurangnya keterlibatan anggota 

dalam pembentukan 

kelembagaan KTH  

0,30 0,10 

Pendamping tidak aktif dalam 

hal memantau kegiatan KTH 

0,19 0,06 

Kelola 

Kawasan 

0,33 Adanya potensi pemanfaatan jasa 

lingkungan 

0,29 0,10 

Adanya sarana prasarana yang 

mendukung dalam pengelolaan 

HKm 

0,33 0,11 

Kurangnya partisipasi anggota 

dalam pengelolaan HKm 

0,25 0,08 

Tanaman agroforestri belum 

dikembangkan dengan baik 

0,75 0,25 

Kelola Usaha 0,33 Adanya perusahaan bermitra 

dengan KTH 

0,38 0,13 

Tidak ada unit usaha yang 

dihasilkan KTH 

0,31 0,10 

Tidak ada sosialisasi dari 

pemerintah dalam membuat 

usaha  

0,69 0,23 
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 Lampiran 9. Surat Keputusan  
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ketua KTH Malaka 01 

Wawancara dengan anggota KTH Malaka 01 
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Wawancara dengan anggota KTH Malaka 01 

Wawancara dengan anggota KTH Malaka 01 
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Papan nama sekretariat KTH Malaka 01 

Struktur organisasi KTH Malaka 01 


